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Dari produk hukum : 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Asasi 
Manusia. 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor  24 Tahun 2013 Tentang Perubahan 




Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia (HAM) 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Ponorogo. 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 Tentang 
Penyelengaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 65 Tahun 2008  Tentang Uraian 
Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
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